BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (g8 /To / TAHuUM Z2oal

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM
MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KASUS
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI, KORBAN KEJADIAN
LUAR BIASA DAN PENDERITA PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU DI KABUPATEN

SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional,
Kasus Kejadian lkutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Inieksi Emerging
Tertentu maka Pemerintah Daerah perlu memberikan
bantuan biaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal
82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan
pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun
rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk
tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa guna menunjang kelancaran  pelaksanaan
penyusunan Rancangan  Peraturan  Bupati, perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional,
Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu di Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan

Keputusan Bupati;




Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2495,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165), sebagamana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20105
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5359);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang
Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar Biasa
Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di
Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang
Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum
Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar
Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di
Kabupaten Sukoharjo;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten
Sukoharjo tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional,
Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu Di Kabupaten Sukoharjo;

c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang
Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum
Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar
Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di
Kabupaten Sukoharjo; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021.



KEEMPAT

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

ks

’

kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Asisten Perekonomian dan

Pembangunan = Sekretaris  Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

Keputusan Bupati ini mulail berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal & JanuarT 2021

BUPATI SUKOHARJO,

i

UWARDOYO WIJAYA ; 4




